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PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Skw

o N AT 7
Al
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Singkawang, 11 Desember 1990 (umur 32 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota
Singkawang, sebagai Penggugat.
Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Subang, 21
Juli 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor
39/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX,
tanggal 12 September 2011.
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2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun,
kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota
Singkawang.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai dua orang anak yang bernama :

3.1 Anak I, lahir tanggal 04 Juni 2012,
3.2 Anak I, lahir tanggal 19 November 2022,
sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terus menerus
dikarenakan:

a. Tergugat bermain judi online,

b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas,

c. Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat,

d. Tergugat tidak terbuka dalam masalah apapun kepada Penggugat

5. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 14 Januari 2023 yang
disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak mau
memberikan uang karena uang tersebut digunakan Tergugat untuk
bermain judi online.

7. Bahwa walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan
Tergugat masih tinggal bersama di rumah milik bersama namun saling
berikap acuh, Tergugat juga sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah
kepada Penggugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

juga sudah tidak terjalin dengan baik.
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8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat
namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan
lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga)
masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat
maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam
pemeliharaan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak |, lahir
di Singkawang tanggal 04 Juni 2012, dan Anak II, lahir di Singkawang
tanggal 19 November 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami
istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim

tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia
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(PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis
Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan
perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari
Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari
luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari
Hakim Pengadilan Agama Singkawang, yaitu: Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.,
sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan
Penunjukan Mediator Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 14 Februari
2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Februari 2023,
mediator tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun
kembali dan akan mencabut surat gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok
perdamaiannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim
mengabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan

sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syarak yang

berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
39/Pdt.G/2023/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh Nurhadi,
S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. dan
Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.l., M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran © Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan © Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi . Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 415.000,00
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